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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 3,
angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21,
Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6,
angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;

Mengingat : 1.
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Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5603);

5. Undang-Undang . . .
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 teatang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PiNYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG.

BABT
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Feraturan Pemerintah in: yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,
ruaag laut, dan ruang udara, térmasuk ruang di
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia den meakhluk lain  hidup, melalzukan
kegiatan, dan 1nemelihara kelangsungan hidupnya.

2. Tata Ruang adalah wyjud Struktur Ruang dan Fola
Ruang. .

3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi Masyarakat yang stcara hierarkis
memiliki hubungan fungsic..al.

4. Pold Ruang adalah distribusi peruntukan ruang
dalem suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang
untuk fungsi lindung dan perunitukan ruang untuk
fungsi budi daya. Co

5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil perencanaan tata ruang.

6. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya
disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci
tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang
dilengkari dengan peraturan zorasi l:ikupaten/kota.

7. Rencana . . .
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Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan
Negara yang selanijutnya disingkat RDTR KPN adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah
negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas
wilayah Indonesia dengan negara lain.

Penataan KRuang adalah suatu sistem proses
Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan
yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengawasan Penataan Ruang.

Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya
pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam
Penataan Ruang. )

Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk
meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan Masyarakat.

Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya
penicapaian tujuan Penataan Ruang melalui
pelaksanaan Perencanasn Tata Ruang, Pemanfaatan
Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan RTR.

Pemanfaatan Ruang  adalah upaya  untuk
mewwjudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai
dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan
program teserta pembiayaaraya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya
untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

Pengawasan Penataan ‘Ruang adalah upaya agar
Penyelenggaraan Perfataan Ruang dapat diwujudkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

17, Kesesuaian . . .
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Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang dengar RTR.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
adalah dokumen yang menyatakan Kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaaian Ruang dengan RTR
selain RDTR.

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat
strategis dan belum diatur dalam RTR dengan
mempertimbangkan asas dan tujuan
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Wilayah adalah ruang y#ng merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas
dan  sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budi daya.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas
dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daye alam dengan susunan fungsi kawasax
sebagai tempat permukiman perdesaan, peiayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

26. Kawasan . . .
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Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya
disingkat KSN adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, eckonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan
sebagai warisan dunia.

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi
terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan  serta  merupakan  bagian . tidak
terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak
terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota.

Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak
yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang' yang meliputi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, dan Masyarakat.

Orang adalah orang perseorangan dan/atau
korporasi.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuui
1945.

33. Pemerintah . . .
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Pemerintan Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok
Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,
dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain
dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat
pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang.

Konsultasi Publik adalah partisipasi aktif Masyarakat
untuk mendapatkan masukan, tanggaman, atau
saran perbaikan dalam penyusunan RTR.

Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank
Tanah adalah badan khusus (sui generis) yang
merupakan badan hukum Indonesia vang dibentuk
oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan
khusus untuk mengelola tanah.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.

Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat
UMK adalah wusaha mikro dan wusaha kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kawasan Hutan adalah -wiléyah tertentu yang
ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan
tetap.

Batas Daerah adalah batas daerah antarprovinsi
dan/atau kabupaten/kota.

43. Laut . . .
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Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang
menghubungkan daratan dengan daratan dan
bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan
kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap
unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan
hukum internasional.

Perencanaan Ruang Laut adalah suatu proses untuk
menghasilkan Rencana Tata Ruang Laut dan/atau
Rencana Zonasi untuk menentukan Struktur Ruang
Laut dan Pola Ruang Laut.

Rencana Tata Ruang Laut yang selanjutnya disingkat
RTRL adalah hasil dari proses Perencanaan Tata
Ruang Laut.

Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat
pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan
prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang
secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang
Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.

Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ
adalah rencana yang menentukan arah penggunaan
sumber daya setiap satuan perencanaan disertai
dengan penetapan Struktur Ruang dan Pola Ruang
pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan
yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta
kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh  Persetujuan  Kesesuaian Liegiatan
Pemanfaatarn Ruang Laut, konfirmasi kesesuaian
ruang laut, dan Perizinan Berusaha pemanfaatan di
Laut.

Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang
meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa
teluk, selat, dan Laut.

‘ 50. Kawasan . . .
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Kawasan  Strategis Nasional Tertentu yang
selanjutnya disingkat KSHT adalah kawasan yang
terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian
lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia,
yang pengembangannya diprioritaskan bagi
kepentingan nasional.

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang
selanjutnya disingkat RZ KSN adalah rencana yang
disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan
Ruang Laut di KSN.

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu
yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana
yang disusun untuk menentukan arahan
Pemanfaatan Ruang Laut di KSNT.

Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang
selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang
disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan
Ruang Laut di Kawasan Antarwilayah.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah
rencana yang menentukan arah penggunaan sumber
daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang
pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan
yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta
kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin.

Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan
daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil
Laut diukur dari garis pantai, perairan yang
menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari,
teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat
PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-
titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan
garis pangkal Laut kepulauan sesuai dengan hukum
internasional dan nasional.

57. Kawasan . . .
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Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bAgian dari
Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai
sektor kegiatan.

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang
mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan
ckosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan
dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara
lain, untuk alur pelayaran, pipa dan/atau kabel
bawah laut, dan migrasi biota laut.

Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang
menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan
kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai
yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya
bergantung pada sumber dayd pesisir dan pulau-
pulau kecil tertentu.

Masyarakat Tradisional adalah Macyarakat perikanan
tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya
dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau
kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang
berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan
kaidah hukum laut internasional.

Lembaga pengelola dan penyelenggara Online Single
Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS
adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
penanaman modal.

Pevizinan Berusaha adalah legelitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulsi dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan Berusaha .Terintegrasi Secara Elektronik
atau Online Single Submission yang selanjutnya
disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem
elektronik yang terintegrasi.

Hari adalah hari kerja.
Pasal 2 . ..
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Pasal 2
Pengaturan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:

a. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang;

b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh
Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya
dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan

c. mewujudkan keadilan bagi seluruh Pemangku
Kepentingan dalam  Penyelenggaraan Penataan
Ruang.

Pasal 3

Pengaturan  Penataan Ruang  dilakukan  melalui
penyusunan dan penetapan pedoman yang memuat
norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan
Ruang.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mengatur Penyelenggaraan
Penataan Ruang yang meliputi:

a. Perencanaan Tata Ruang;

b. Pemanfaatan Ruang;

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
d. Pengawasan Penataan Ruang;

e. Pembinaan Penataan Ruang; dan
f. kelembagaan Penataan Ruang.

BABII. ..



